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ABSTRAK

Membicarakan hutan dan sumberdaya hutan di Wilayah Nusantara tidak
dapat dipisahkan dari keberagaman komunitas yang memiliki keterikatan sosial,
budaya, spritual, ekologi, ekonomi, dan politik yang kuat dengan tanah, wilayah
dan ekosistem hutan.

Desa Menaming merupakan salah satu desa adat berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Desa
Adat. Guna mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari banyak masyarakat di
desa Menaming melakukan pengelolaan terhadap tanah dalam kawasan hutan
produksi terbatas. Hampir separuh masyarakat desa Menaming melakukan
pengelolaan pada kawasan hutan produksi terbatas dengan cara bertani dan
berkebun guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti
Bagaimana Pola Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Desa Menaming?,
Bagaimana proses penetapan kawasan hutan oleh negara berdasarkan Undang-
Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,? Bagaimana Skema Penyelesaian
Konflik Tanah Individu Dalam Kawasan Hutan Negara. Permasalahn yang telah
dirumuskan akan dijawab dengan metode penelitian hukum sosiologis/survey
yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu permasalahan
yang terjadi.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa masyarakat Menaming adalah
masyarakat adat yang sudah ada sejak abad 16 dan diberikan hak ulayat oleh Raja
Melayu Rambah karena berjasa dalam membantu kerajaan Rambah. Masyarakat
mengelolaa lahan dengan cara membuka hutan atau tanah kosong semampunya.
Seberapa luas mempu membuka, seluas itulah penguasaan atas tanah tersebut.
Pengukuhan kawasan hutan yang utuh sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: a. Penunjukan kawasan hutan; b.
Penataan batas kawasan hutan; c. Pemetaan kawasan hutan; dan d. Penetapan.
Namun belum semua kawasan hutan selesai ditata batas termasuk di desa
Menaming. Skema yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik di kawasan
hutan antara lain: Perhutanan Sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang
dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang
dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai
pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu dengan skema
Reforma Agraria penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai
dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Hutan, Konflik, Perhutanan Sosial
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ABSTRACT

Talking about forests and forest resources in the Archipelago Region cannot
be separated from the diversity of communities that have strong social, cultural,
spiritual, ecological, economic and political ties to land, territory and forest
ecosystems.

Menaming Village is one of the traditional villages based on the Rokan
Hulu District Regulation Number 1 of 2015 concerning Traditional Villages and
Villages. In order to meet the needs of daily life, many people in Menaming
village manage land in a limited production forest area. Almost half of the
Menaming village community manages the limited production forest area by
farming and gardening to meet their daily needs.

Based on this background, the authors are interested in researching How is
the Pattern of Land Tenure by the Menaming Village Community?, How is the
process of determining forest areas by the state based on Law no. 41 of 1999
concerning Forestry,? How is the Scheme of Settlement of Individual Land
Conflicts in State Forest Areas. Problems that have been formulated will be
answered with a sociological legal research method / survey, namely research
that is carried out in depth on a problem that occurs.

This research finally concludes that the Menaming people are indigenous
peoples that have existed since the 16th century and were given customary rights
by the Malay King of Rambah for their service in helping the Rambah kingdom.
The community manages the land by clearing the forest or vacant land as much as
possible. How wide is able to open, that is the extent of the control over the land.
Inauguration of intact forest areas in accordance with Article 15 of Law Number
41 of 1999 concerning Forestry, namely: a. Designation of forest area; b.
Demarcation of forest area boundaries;, c. Mapping of forest areas, and D.
determination. However, not all forest areas have been demarcated, including in
Menaming village. The schemes that can be used in resolving conflicts in forest
areas include: Social Forestry, which is a sustainable forest management system
implemented in state forest areas or Private Forests/Customary Forests
implemented by Local Communities or Customary Law Communities as the main
actors to improve their welfare. In addition, with the Agrarian Reform scheme,
the restructuring of the control structure, ownership, use, and utilization of land is
more equitable through asset management and is accompanied by structuring
access for people's prosperity.

Keywords: Indigenous Peoples, Forest, Conflict, Social Forestry
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